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Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja sistem
pendidikan vokasi di Indonesia, khususnya Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK), dalam menghadapi dinamika pasar kerja global
dan visi Indonesia Emas 2045. Menggunakan metode kualitatif
deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan analisis data
sekunder dari Badan Pusat  Statistik (BPS) serta
Kemendikbudristek tahun 2023-2025, kajian ini membedah
paradoks tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan
SMK yang mencapai 8,62% pada Februari 2024. Analisis
dilakukan melalui lensa teori Human Capital dan dalil pendidikan
vokasi Charles Prosser, menyoroti kesenjangan kompetensi,
defisit guru produktif, dan disparitas infrastruktur wilayah. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa meskipun intervensi kebijakan
seperti Perpres Nomor 68 Tahun 2022 dan program SMK Pusat
Keunggulan telah Dberjalan, tantangan struktural dalam
implementasi Link and Match dan adaptasi terhadap ekonomi
hijau masih persisten. Penelitian ini merumuskan strategi
revitalisasi yang menekankan pada reformasi pedagogi berbasis
industri, penguatan soft skills, dan ekosistem kemitraan yang
substantif.
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1. PENDAHULUAN

Pendidikan ~ vokasi  memegang  mandat
konstitusional strategis dalam arsitektur pembangunan
sumber daya manusia Indonesia. Sebagaimana
termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan
kejuruan didefinisikan sebagai pendidikan menengah
yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk
bekerja dalam bidang tertentu (Undang-Undang RI,
2003). Definisi ini menempatkan SMK sebagai
instrumen vital untuk mengonversi bonus demografi
menjadi  dividen ekonomi, khususnya dalam
menyongsong era Industri 4.0 dan visi Indonesia Emas
2045.

Namun, realitas empiris menyajikan anomali
yang mengkhawatirkan. Data Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Kemendikbudristek) mencatat bahwa pada tahun
ajaran 2023/2024, terdapat 5,31 juta siswa SMK yang
tersebar di seluruh Indonesia, jumlah yang sedikit
melampaui siswa SMA (Dataindonesia.id, 2023).
Ekspansi kuantitatif ini sayangnya tidak berbanding
lurus dengan serapan tenaga kerja. Data Badan Pusat
Statistik (BPS) per Februari 2024 menunjukkan bahwa
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan SMK
sebesar  8,62%, tertinggi dibandingkan jenjang
pendidikan lain (BPS, 2024). Fenomena ini
mengindikasikan adanya inefisiensi eksternal sistem
pendidikan vokasi dan diskoneksi (mismatch) yang
persisten antara supply kompetensi sekolah dengan
demand industri.

1. Rumusan Masalah

Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Hal. 188


https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

E.ISSN.2614-6061
P.ISSN.2527-4295

DOI : 10.37081/ed.v14i2.7794
Vol. 14 No. 2 Edisi Mei 2026, pp.188-191

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian
ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi kinerja pendidikan vokasi saat
ini ditinjau dari data keterserapan lulusan dan
kualitas pembelajaran?

2. Apa saja faktor pendukung, hambatan struktural,
dan kelemahan yang menghambat efektivitas
pendidikan vokasi?

3. Bagaimana implementasi kebijakan revitalisasi
vokasi dan Kurikulum Merdeka merespons
tantangan tersebut?

4. Bagaimana rumusan strategi masa depan untuk
meningkatkan relevansi dan daya saing lulusan
SMK?

2. Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan
analisis komprehensif mengenai status pendidikan
vokasi di Indonesia serta merumuskan rekomendasi
kebijakan berbasis bukti. Secara akademis, kajian ini
diharapkan memperkaya literatur mengenai manajemen
pendidikan vokasi di negara berkembang. Secara
praktis, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi
pembuat kebijakan (Kemendikbudristek, Bappenas),
praktisi pendidikan, dan mitra industri dalam menyusun
strategi intervensi yang presisi.

Tinjauan Literatur dan Landasan Teori

1. Filosofi Pendidikan Vokasi: Relevansi Dalil
Prosser

Landasan filosofis pendidikan vokasi tidak
dapat dilepaskan dari pemikiran Charles Prosser.

Dalam karyanya Vocational Education in a

Democracy, Prosser merumuskan 16 dalil (Sixteen

Theorems) yang menjadi aksioma pendidikan kejuruan.

Dalil kuncinya menyatakan bahwa "pendidikan vokasi

akan efektif secara proporsional jika lingkungan

pelatihannya merupakan replika dari lingkungan di

mana peserta didik nanti akan bekerja" (Prosser &

Quigley, 1950). Dalil ini, yang dikenal sebagai prinsip

realisme lingkungan, menjadi pisau analisis untuk

mengevaluasi fasilitas praktik di SMK. Selain itu,

Prosser menekankan bahwa instruktur haruslah

seseorang yang telah sukses berpengalaman dalam

penerapan keterampilan tersebut (Prosser & Quigley,

1950), yang relevan untuk mengkritisi kualifikasi guru

produktif di Indonesia saat ini.

2. Teori Human Capital

Teori Human Capital yang dipopulerkan oleh

Gary Becker (1964) dan Theodore Schultz (1961)

mempostulatkan bahwa pendidikan adalah investasi

yang meningkatkan produktivitas individu dan
pendapatan masa depan. Dalam konteks ini, anggaran
negara untuk SMK adalah investasi modal manusia.

Namun, teori ini juga mengenal konsep depresiasi

keterampilan (skill obsolescence). Jika kurikulum SMK

tidak diperbarui sesuai teknologi terkini, maka "modal"
yang ditanamkan pada siswa akan terdepresiasi dengan
cepat sebelum mereka sempat memasuki pasar kerja

(Ambrosius et al., 2025).

3. Kerangka Regulasi Nasional

Evolusi kebijakan vokasi di Indonesia terlihat
dari pergeseran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29
Tahun 1990 yang meletakkan dasar kerja sama
sekolah-industri, menuju Peraturan Presiden (Perpres)
Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan
Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Regulasi terbaru ini
mengubah paradigma dari supply-driven menjadi
demand-driven, serta melembagakan peran Kamar
Dagang dan Industri (KADIN) dalam Tim Koordinasi
Daerah Vokasi (TKDV) (Perpres RI, 2022; Ichsanul
Arifin, 2023).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan
(library research) dan analisis data sekunder. Sumber
data meliputi:

1. Data Statistik Resmi: Publikasi BPS (Keadaan
Ketenagakerjaan Februari 2024, Agustus 2025)
dan Statistik Pendidikan Kemendikbudristek
2023/2024.

2. Dokumen Kebijakan: UU Sisdiknas, Perpres
68/2022, dan dokumen Kurikulum Merdeka.

3. Literatur Akademik: Jurnal-jurnal terakreditasi
SINTA 1-3 dan jurnal internasional (2020-2025)
yang membahas topik employability, teaching
factory, dan manajemen vokasi.

Teknik analisis data menggunakan model
Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi
kondensasi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan/verifikasi. Validitas data diuji melalui
triangulasi sumber dengan membandingkan data
statistik makro dengan temuan studi kasus mikro di
berbagai daerah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Evaluasi Kinerja: Analisis Data Statistik dan
Keterserapan

Kinerja pendidikan vokasi masih menghadapi
tantangan berat dalam aspek oufput. Berdasarkan
data BPS Februari 2024, TPT lulusan SMK sebesar
8,62%, jauh di atas lulusan SMA (7,05%) dan
Diploma (4,83%) (BPS, 2024). Meskipun trennya
menurun dari tahun 2022 (10,38%), posisi SMK
sebagai penyumbang  pengangguran tertinggi
menunjukkan adanya structural mismatch.

Dalam upaya merespons kebutuhan pasar,
Kemendikbudristek telah merestrukturisasi keahlian
menjadi beberapa rumpun utama (Kepkabadan
024/H/KR/2022)  diantaranya: (1) Teknologi
Konstruksi dan Bangunan, (2) Teknologi Manufaktur
dan Rekayasa (3) Energi dan Pertambangan (4)
Teknologi Informasi, (5) Kesehatan dan Pekerjaan
Sosial, (6) Agribisnis dan Agriteknologi, (7)
Kemaritiman, (8) Bisnis dan Manajemen, (9)
Pariwisata dan (10) Seni dan Ekonomi Kreatif.

Masalahnya, distribusi siswa sering kali tidak
selaras dengan potensi ekonomi daerah. Misalnya,
jurusan Bisnis dan Manajemen sering kali
oversupply, sementara jurusan Energi Terbarukan
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atau Pertanian Modern masih minim peminat

meskipun potensinya besar (Setiawan, 2022).

Analisis Faktor Pendukung dan Kelemahan

Faktor Pendukung:

e Bonus Demografi: Populasi siswa SMK yang
besar (5,31 juta) adalah aset produktif jika
dikelola dengan benar (Dataindonesia.id, 2023).

e Regulasi Afirmatif: Adanya Super Tax
Deduction bagi industri yang terlibat dalam
vokasi memberikan insentif fiskal yang menarik.

e Model Best Practice: Keberadaan sekolah
rujukan seperti SMK Mikael Surakarta dan
Politeknik ATMI Solo membuktikan bahwa
model dual system dapat berhasil di Indonesia
(Wijanarka et al., 2023).

Kelemahan dan Hambatan:

e Kirisis Guru Produktif: Jawa Barat sebagai
provinsi dengan jumlah guru SMK terbanyak
(57.274 orang) masih menghadapi masalah
linieritas kompetensi (Dataindonesia.id, 2025).
Banyak guru mengajar mata pelajaran produktif
tanpa pengalaman industri riil, melanggar dalil
Prosser tentang kompetensi instruktur.

e Infrastruktur Usang: Survei di berbagai SMK
menunjukkan bahwa peralatan praktik sering
tertinggal 2-3 generasi teknologi dibandingkan
industri (Suharno et al., 2020).

e Stigma Sosial: Pendidikan vokasi masih sering
dianggap sebagai "pilihan kedua" (second-class
education) oleh masyarakat, yang berdampak
pada motivasi siswa (Sudira, 2017).

Implementasi Kebijakan: SMK Pusat Keunggulan

dan Kurikulum Merdeka

Program SMK Pusat Keunggulan (SMK PK)
dirancang sebagai  katalisator dengan skema
pemadanan dukungan (matching fund) 1:1 antara
pemerintah dan industri. Studi evaluasi menunjukkan
bahwa SMK PK mampu meningkatkan kualitas
sarana fisik secara signifikan (Yusuf Aditya, 2024).
Namun, tantangan muncul pada aspek non-fisik,
yaitu perubahan mindset guru dan manajemen
sekolah.

Implementasi Kurikulum Merdeka
memberikan fleksibilitas melalui Project Based
Learning (PjBL). Namun, studi kasus di lapangan
menemukan bahwa banyak guru mengalami kesulitan
menerjemahkan Capaian Pembelajaran (CP) menjadi
modul ajar yang relevan dengan industri (Dewi et al.,
2024). Kolaborasi dengan industri sering kali
berhenti pada penandatanganan MoU tanpa aktivitas
riil di Teaching Factory (TeFa).

Strategi Masa Depan: Rumusan Solusi

Berdasarkan analisis di atas, strategi ke depan
harus fokus pada:

1. Revitalisasi Peran Guru (Guru Tamu
Industri): Mewajibkan praktisi industri mengajar
di sekolah minimal 50 jam per semester untuk
menutup gap kompetensi guru.

2. Pengembangan Green Skills: Mengintegrasikan
kompetensi ekonomi hijau ke dalam seluruh

rumpun keahlian, merespons target Net Zero
Emission Indonesia (Muaddab et al., 2024).

3. Klasterisasi Berbasis Wilayah: Menyesuaikan
pembukaan jurusan SMK dengan peta potensi
ekonomi daerah (misal: SMK Maritim di Maluku,
SMK Manufaktur di Jawa Barat) untuk mencegah
mismatch geografis.

4. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Pendidikan vokasi di Indonesia berada pada

titik infleksi kritis. Meskipun memiliki basis legal
yang kuat melalui Perpres 68/2022 dan populasi
siswa yang besar, inefisiensi internal (kualitas guru,
fasilitas) dan eksternal  (mismatch  industri)
menyebabkan tingginya angka pengangguran. Teori
Human Capital mengingatkan bahwa investasi
pendidikan tanpa relevansi pasar adalah pemborosan
sumber daya. Keberhasilan transformasi bergantung
pada kemampuan sistem untuk beradaptasi secara
lincah (agile) terhadap perubahan teknologi dan
kebutuhan industri.

Saran

1. Bagi Pemerintah: Moratorium pembukaan jurusan
yang jenuh dan realokasi anggaran untuk
pelatihan guru (upskilling) di industri, bukan
sekadar bantuan fisik.

2. Bagi Sekolah: Optimalisasi Teaching Factory
(TeFa) bukan hanya sebagai tempat praktik, tetapi
sebagai unit bisnis yang mengajarkan budaya
kerja dan kewirausahaan.

3. Bagi Industri: Memanfaatkan insentif Super Tax
Deduction lebih agresif untuk terlibat dalam
penyusunan kurikulum sejak awal.
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